PERATURAN PRES DEN REPUBLI K | NDONES A
NOMER 31 TAHUN 1964
TENTANG
BADAN EKONCM  DAN KEUANGAN

Presi den Republ i k | ndonesi a,

Meni nbang:

bahwa ber hubung dengan penbent ukan Kabi net Dw kora serta terbent uknya Badan
Perencanaan Penbangunan Nasi onal (BAPPENAS) dan Badan Peneri ksa Keuangan
gaya baru perlu neninjau kenbali tugas dan susunan Dewan Ekonom dan
Penbangunan berdasarkan Peraturan—peraturan Presiden Republik |ndonesia
No. 15 tahun 1959 dan No. 24 tahun 1960;

Mengi ngat :

1. Pasal 4 ayat 1 Unhdang—undang Dasar;

2. Pasal 22 Undang—undang No. 11 tahun 1953;

3. Penetapan Presiden Republik Indonesia Nb. 12 tahun 1963
(di senpur nakan) ;

4. Peraturan Penerintah Pengganti Undang—undang No. 6 tahun 1964;

5. Keput usan—keput usan Presi den Republik Indonesia No. 215, No. 72/ PLM

T dan Nb. 200 KQT.QE tahun 1964;

Mendengar :
Presi di um Kabi net republ i k | ndonesi a;

MEMUTUSKAN :

Cengan nencabut Peraturan—peraturan Presiden Republik Indonesia No. 15
tahun 1959 dan No. 24 tahun 1960;

Menet apkan:
PERATLRAN PRES DEN REPUBLI K | NDONESI A TENTANG BADAN EKONCM  DAN KEUANGAN
SEBAGAI  BER KUT:

Pasal 1.
Untuk nengusahakan penyel esaian soal —soal di bidang ekonom dan

keuangan ol en Kabi net Republik Indonesia secara terkoordinasi dibentuk
sebuah Badan Ekonom dan Keuangan, yang dapat di sebut dengan singkat B E K

Pasal 2.
B EK terdiri dari:
a. suatu S dang Inti dan
b. suatu S dang Pari purna

Pasal 3.

(1) Sdang Inti BEK terdiri dari:
1. Vékil Perdana Menteri |11 atas nama Presidium Kabi net sel aku
Ket ua ner angkap Anggot a,



(2)

(1)

(2)

Menteri  Koordi nator Keuangan selaku Veékil Ketua nerangkap

Anggot a,

Menteri koordi nator Luar Negeri/Hibungan Ekonom Luar Negeri

sel aku Anggot a.

Menteri Koordinator D stribusi sel aku Anggot a,

Ment eri  Koor di nat or Penbangunan sel aku Anggot a,

Menteri Koordi nator Pertani an/ Agraria sel aku Anggot a,

Menteri Koordi nator/Ketua P npinan Badan Peneriksa Keuangan

sel aku Anggot a,

Menteri Koordinator Wusan Perencanaan Penbangunan Nasional

sel aku Anggot a,

Ment eri/ Penasehat Presiden/ Perdana Menteri Wusan Pengerahan

Funds and Forces sel aku Anggot a,

10. Menteri Wusan Pendapatan, Penbiayaan dan Pengawasan sel aku
Anggot a,

11. Menteri Wusan Anggaran Negara sel aku Anggot a,

12. Menteri  Wusan Bank Sentral/Qibernur Bank Indonesia selaku
Anggot a,

13. Ment eri Perdagangan sel aku Anggot a,

14. Menteri Negara/ Menteri—nenteri Negara di perbant ukan Presidi um
Kabi net sel aku Anggot a,

15. Presiden D rektur, Bank Penbangunan | ndonesi a sel aku Anggot a,

16. Sekretaris Uwm Saf Komando Tertinggi Qperasi EBEkonom sel aku
Anggot a.

17. Menteri/ Sekretaris Presidium Kabi net sel aku  Sekretaris

ner angkap Anggot a.
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Para Menteri Koordinator dan Mnteri lainnya dapat nenghadiri
sidang-sidang Inti B E K atas undangan Ket ua.

Pasal 4.

S dang Paripurna B Ek. terdiri dari:

a. sidang Inti B EK tersebut pada pasal 3 ayat (1);

b. para Mnteri lain dalam Konpartinmen—konpartinen D stribusi,
Penbangunan dan Pertani an dan Agraria, yang tidak tersebut pada
pasal 3 ayat (1);

C. para Anggota lain dari D reksi—direksi Bank |ndonesia dan Bank
Penbangunan | ndonesia, yang tidak tersebut pada pasal 3 ayat
(2).

Para Menteri Koordinator dan Mnteri lainnya dapat nenghadiri

si dang—si dang Paripurna B.E K atas undangan Ket ua.

Pasal 5.

B. E K bertugas:

1.

2
3.

ner unuskan kebi j aksanaan Penerintah dal am bi dang—bi dang ekonom dan
keuangan dengan nengi ndahkan pet unj uk—pet unj uk Presi den;

nenyi apkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk
di sanpai kan ol eh Presi den Republ i k I ndonesi a kepada D P.R ;

nenyi apkan Ananat—ananat Presiden Republik |ndonesia kepada Mjelis
Per nusyawar at an Rakyat Senent ara nengenai penbangunan;



4., nel akukan  koor di nasi dan  pengawasan tertinggi dari segal a
usaha/ kegi atan Penerintah dal am bi dang—bi dang ekonom dan keuangan
atas nana Presi den Republik | ndonesi a;

5. nel aksanakan tugas Dewan Mneter ternmaksud dalam pasal 22
Undang—undang No. 11 tahun 1953 tentang Bank | ndonesi a.

Pasal 6.

Untuk nenpersiapkan sesuatu pekerjaan dan/atau untuk nenecahkan
sesuatu soal yang khusus dal am bi dang—bi dang ekonom dan keuangan yang
neliputi berbagai Konpartinen/ Departenen, oleh B EK dapat dibentuk
pani ti a—pani ti a/ t eam-t eam khusus.

Pasal 7.

Sekretariat B EK  diselenggarakan oleh Sekretariat Presidium
Kabi net .

Pasal 8.

Segal a sesuatu yang berkenaan dengan pel aksanaan Peraturan Presiden
ini ditetapkan ol eh Presidi umKabi net setel ah nendengar B E K

Pasal 9.

Segal a biaya untuk keperluan B E K di bebankan atas anggaran bel anj a
Presi di um Kabi net .

Pasal 10.
Peraturan Presiden ini mul ai berlaku pada hari ditetapkannya.
Agar supaya setiap orang dapat nengetahuinya, nenerintahkan
pengundangan Per at ur an Presi den ini dengan penenpat an dal am
Lenbar an—Negar a Republ i k | ndonesi a.
Otetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Septenber 1964.
PRES DEN REPUBLI K | NDONESI A,
Ttd.
SUKARNQ

O undangkan di Jakarta

pada tanggal 12 Septenber 1964

WAKI L SEKRETAR S NEGARA,

Ttd.

SANTCSO S H
Brig. Jend. T.NI.



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A
No. 31 TAHWN 1964
BADAN EKONOM  DAN KEUANGAN

UMM

Sebagai nana di ket ahui, naka setel ah di adakan regroupi ng Kabi net Kerja
dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No.232 tahun 1963, untuk
nenyel esai kan soal -soal di bi dang- bi dang ekonom, keuangan dan penbangunan
dibentuk Panitia X111, yang senentara tidak didasarkan atas sesuatu
Peraturan Negara untuk nelihat dulu perkenbangannya lebih lanjut, dan
nenper ol eh pengal anan.

Keadaan yang demkian itu berlangsung juga setelah terbentuknya
Kabi net Dw kora berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 215
t ahun 1964.

Sanpai sekarang maka Panitia X 11 telah nenyel esai kan pel bagai soal
yang dul u di kerj akan ol eh:

1. Dewan Ekonom dan Penbangunan, yang dibentuk dengan Keputusan-
keputusan Presiden No.15 tahun 1959 jo No.24 tahun 196, yang hi ngga
ki ni bel um di cabut ;

2. Dewan Mneter termaksud dal am pasal 22 Uhdang-undang Pokok Bank
I ndonesi a (Undang-undang No. 11 tahun 1953), yang hingga kini di beku
ber | akunya;

3. Dewan Penbangunan ternaksud dal am pasal 9 UWhdang-undang tentang Bank
Penbangunan | ndonesi a (Undang-undang No. 21 Prp tahun 1960), sebel um
di bent uknya Dewan Penbangunan gaya baru dengan Keputusan Presi den No.
93 tahun 1964,

4. Devan Menteri  (Kabinet) dalam segala soal ekonom, keuangan dan
penbangunan, termasuk soal Anggaran Negara (routine dan penbangunan).
Kini dipandang sudah tibal ah waktunya untuk nenbentuk suatu Badan

Ekonom dan Keuangan (B. E K ) dengan Peraturan Presiden, yang nengganti dan

nel anj ut kan pekerjaan Panitia X 1| yang ada sekarang, guna nennyel esai an

soal -soal di bi dang-bi dang ekonom dan keuangan secara terkoordinasi ol eh

Kabi net .

PASAL DEM PASAL.

Pasal 1.
U gensi penbentukan B.E K terdapat a.l. karena:
a. terbent uknya Kabi net Dw kora dengan Keput usan Presiden Republik
| ndonesi a No. 215 tahun 1964
b. per bedaan kedudukan Dewan Perancang Nasi onal (DEPERNAS) dulu (=
kekuasaan perencanaan) dengan Badan Per encanaan Penbangunan
Nasi onal ( BAPENAS) sekarang (= bagi an dari kekuasaan eksekutif),
sebagai mana di kenukakan dal am " Anbeg Paranma Arta" (Amanat Presiden
kepada Maj el i s Per musyawar at an Rakyat Senentara, Mei 1963);
C. di bent uknya Badan Peneri ksa Keuangan gaya baru dengan di pi npi n
ol eh seorang Ket ua berkedudukan Menteri Koordi nator.

Pasal - pasal 3 dan 4.

Dal am nenet apkan susunan B.E K dijaga agar supaya jum ah anggotanya



tidak nenjadi terlalu besar, sehingga nenunggu kel ancaran pekerjaan, dan

untuk itu di adakan:

a. B.E K Inti yang beranggot akan 17,

b. B.E K Paripurna, yang beranggotakan segenap Menteri di bi dang
ekonom dan keuangan.

Pasal 5.

Tugas B. E K yal ah nel anj ut kan pekerjaan Panitia X I1, yang dul u di kerjakan

ol eh:

1. Dewan Ekonom dan Penbangunan (soal -soal ekonom dan penbangunan),

2. Dewan Moneter (soal -soal noneter) dan

3. Dewan Moneter (soal -soal ekonom, Keuangan-noneter dan penbangunan,
ternmasuk soal Anggaran Negara).

Tugas B EK tsb. di atas berbeda dengan tugas Konando per asi
Tertinggi Ekonom (KOTCE) yang ditetapkan dal am Keput usan Presi den Republ i k
Indonesia No. 72/PLMT. tahun 1964, yaitu B.E K nerupakan "brain-trust”
Penerintah dal am bidang-bi dang ekonom dan keuangan-noneter, sedang
pel aksanaan dari pada hasi | - hasi| karyanya di sal urkan secara routine nel al ui
Menteri-Menteri Koordi nator dan Menteri-nenteri yang ber sangkut an;

KOTCE nerupakan "pendobrak” Penerintah untuk nengatasi secara khusus
(a.l. dengan kesat uan-kesatuan Q(perasi atau KESCP) kesulitan-kesulitan yang
di hadapi di bi dang- bi dang ekonom dan noneter pada taraf Revol usi |ndonesia
sekarang terutana dalam rangka perjoangan nengganyang "Ml aysia" dan
pengawas atas pel aksanaan tindakan-tindakan Penerintah dalam nengat asi
kesul i tan-kesul i tan ter maksud.

Untuk nencapai kerjasana yang harnonis antara B .E K dan KOICE
Sekretaris Uwum Saf KOICE di masukkan sebagai anggota B . E K sedang
sebal i knya beberapa Menteri/Anggota B. E K sudah di dudukan di dal am KOTCE

Pasal 6.

Panitia-panitia/teamteamini bersifat teknis.
Putusan (politis) tentang hasil karyanya dianbil oleh BEK,
P npi nan B.E K atau Presidi umKabi net .

Pasal 7.

Untuk Kesederhanaan organisasi Aparatur Negara maka Sekretariat
B. E K disel enggar akan ol eh Sekretariat Presidi um Kabi net.

Pasal 8.

Untuk nenpercepat pekerjaan B E K naka pel aksanaan Peraturan
Presiden ini dipercayakan kepada Presidium Kabinet yang bertugas
nel aksanakan dan nengkoor di ni r pekerjaan Penerintahan sehari-hari atas nana
dan petunj uk Presiden/ Perdana Menteri .

Pasal 9.

Untuk kesederhanaan admnistrasi Aparatur Negara naka biaya untuk
keperluan B E K di bebankan atas anggaran bel anj a Presi di um Kabi net .



Pasal 10.

Qukup | el as.

LEMBARAN NEGARA REPUBLI K | NDONESI A TAHUN 1964 NCMZR 90
DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMIR 2678



